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An act to viralizing someone on social media is phenomenon that arises 

due to the development of science and technology in Indonesia. This 

phenomenon has both positive and negative impact in society, one of 

the negative impacts is the emergence of a trend in society to viralizing 

other people in social media, which then violates the privacy of others. 

This viralizing action that violates other people's privacy rights does 

not yet have regulation in Indonesian positive law even though the right 

to privacy is a right that must be protected because it is part of human 

rights. Indonesia as a constitutional state has an obligation to carry out 

the task of protecting the human rights of its citizens, so it is necessary 

to regulate this phenomenon. Therefore, the purpose of this study is 

first, to find out the urgency and regulation of the act of making 

someone viral without permission on social media associated with the 

right to privacy. Second, to formulate appropriate legal reforms 

against the act of making someone viral without permission on social 

media associated with the right to privacy. This research is a normative 

legal research. It is also called doctrinal legal research, namely legal 

research that uses data based on library research by taking quotes from 

the literature that is related to the problem to be studied. Thus, this 

study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, 

and tertiary legal materials. This study also uses qualitative analysis 

and produces descriptive data.From the results of the discussion and 

research conducted, there are several conclusions obtained, namely: 

First, the act of making other people viral without permission on social 

media is a violation of privacy that harms human rights and until now 

the Indonesian Criminal Code has not accommodated this act. Second, 

find the right categories of offenses and sanctions to criminalize this 

viralizing action that violates privacy into the Criminal Code by taking 

into account the outlook on life, awareness and legal ideals, as well as 

the Indonesian nation's philosophy originating from Pancasila the 

Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. 
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PENDAHULUAN 

Hak privasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

dilindungi oleh negara dalam hukum positif Indonesia. Narasi perlindungan atas 

privasi tersebut secara implisit dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 huruf G ayat (1) 

yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 

harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10209903
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Selain instrumen nasional, jaminan perlindungan hak privasi juga 

diatur dalam instrumen internasional seperti pada The Universal Declaration of 

Human Rights atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM 

1948) pada Pasal 12 yang menyatakan : “No one shall be subjected to arbitrary 

interference with his privacy, family, home, correspondence, nor to attacks upon 

his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against 

such interference or attack”. 

Sehingga hak privasi merupakan hak asasi yang melekat sejak 

manusia lahir berkaitan dengan martabat seseorang yang secara hukum mendapat 

perlindungan. Menurut Holvast dalam tulisannya yang berjudul The Future of 

Identity in the Information Society terdapat beberapa unsur dalam privasi seperti 

kebebasan, kontrol, dan menentukan nasib sendiri. 

Sedangkan Solove mengemukakan terdapat enam rumusan dalam 

privasi yaitu : (1) the right to be let alone (hak untuk menyendiri); (2) limited access 

to the self (hak untuk menutup hal-hal tertentu dari orang lain); (3) secrecy (hak 

untuk menutup hal-hal tertentu dari orang lain); (4) control over the personal 

information (hak untuk mengendalikan informasi pribadi); (5) personhood (hak 

untuk melindungi kepribadian); dan (6) intimacy (hak untuk berhubungan dengan 

orang lain).1 

Warren dan Brandheis adalah ahli yang secara perdana 

memperkenalkan dan mengembangkan  privasi sebagai suatu konsep pada tahun 

1891 dalam artikel yang berjudul “The Right to Privacy” atau hak untuk tidak 

diganggu yang dimuat pada jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard. 

Menurut Warren dan Brandheis dengan adanya perkembangan dan kemajuan 

teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu 

kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.2 Meskipun sampai saat 

ini tidak ada definisi universal terkait terminologi privasi dikarenakan perbedaan 

interpretasi antara individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosial, 

ekonomi, dan budaya, namun para ahli telah memberikan berbagai gambaran terkait 

hal tersebut. 

Warren dan Brandeis memberikan deskripsi privasi sebagai hak 

untuk dibiarkan sendiri “Privacy is described as a right to be let alone and a right 

of each individual to determine, under ordinary circumstances, what his or her 

thoughts, sentiments, and emotions shall be when in communication with others”3 

bahwa privasi adalah suatu hak untuk dibiarkan sendiri dan hak seseorang untuk 

menentukan sejauh apa pikiran, sentimen, dan emosi yang dimilikinya dapat 

dikomunikasikan kepada orang lain. 

Dalam penjelasan Undang-Undang ITE dikenal istilah hak pribadi 

atau privacy right yang mengandung pengertian bahwa4 : 1) hak pribadi adalah hak 

 
1 Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia," Jurnal Becoss (Business 

Economic, Communication, and Social Sciences), Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 5. 
2 Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum data Pribadi 

Sebagai Hak Privasi," Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 3. 
3 Jan Holvast. "History of Privacy" The Future of Identity in the Information Society , Vol. 

4, No. 1, 2008, hlm. 13. 
4 Mieke Komar Kantaatmadja, dkk, cyberlaw: suatu pengantar, Bandung: ELIPS, 2002, hlm. 

118 
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untuk menikmati kehidupan pribadi  dan bebas dari segala macam gangguan; 2) hak 

pribadi adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan 

memata-matai; 3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi 

tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Sehingga berdasarkan unsur-unsur 

dan pengertian tersebut Peneliti merangkum hak privasi sebagai suatu hak yang 

dimiliki individu untuk menentukan dan mengendalikan sejauh apa informasi 

tentang dirinya dapat disebarkan kepada publik. 

Privasi menjadi suatu hal yang harus diatur dan dilindungi untuk 

mencegah munculnya individu lain yang mencoba memasuki dan mengintervensi 

kehidupan pribadi individu lain yang berpotensi menimbulkan kerugian dan 

ketidaknyamanan bagi salah satu pihak. Alasan hak privasi harus dilindungi adalah 

sebagai berikut :5 1) dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus 

menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan 

posisinya pada tingkat tertentu; 2) seseorang di dalam kehidupannya memerlukan 

waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang; 

3) privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan 

tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang 

bersifat pribadi kepada umum; 4) privasi juga termasuk hak seseorang untuk 

melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina 

perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui 

hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai the 

right against the world; 5) alasan lain mengapa privasi patut mendapat 

perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugian 

yang ditimbulkan dari pelanggaran hak privasi bersifat immaterial, tidak terlihat 

dan sulit untuk diukur dampaknya namun pada tahap tertentu dapat berimplikasi 

pada kerugian materiil. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perlindungan privasi merupakan suatu hal yang krusial untuk melindungi HAM. 

Kemudian berkaitan dengan hal ini Peneliti mengkorelasikan antara hak privasi 

dengan kemajuan teknologi di Indonesia yang keduanya memiliki keterkaitan erat 

antara satu sama lain. Bahwa dengan kemajuan dan perkembangan teknologi 

muncul ancaman baru terhadap perlindungan privasi sebab teknologi 

menghilangkan batasan terhadap komunikasi yang mempermudah tersebarnya 

informasi yang berpotensi melanggar hak privasi. 

Tindakan memviralkan tanpa izin yang kerap kali dilakukan oleh 

masyarakat dunia maya (selanjutnya peneliti akan menggunakan istilah netizen) 

tanpa menyembunyikan identitas dari orang tersebut beberapa tahun ini telah 

menjadi suatu fenomena sosial yang berdampak negatif pada perlindungan privasi 

individu di dunia nyata. Seseorang dapat dengan bebas merekam aktivitas dan 

kegiatan yang sedang suatu individu lakukan kemudian memviralkannya ke media 

sosial tanpa izin. 

Fenomena ini sekilas kelihatan bukanlah suatu masalah yang besar 

dan merupakan bagian dari etika bermedia sosial, bahwa dalam menyebarkan suatu 

informasi yang memiliki muatan atas privasi seseorang idealnya terlebih dahulu 

meminta izin kepada yang bersangkutan. Namun seperti yang telah peneliti 

 
5 Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, Loc.cit 
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jabarkan diawal terkait alasan mengapa privasi menjadi suatu hal yang harus 

dilindungi, kemudian maraknya fenomena memviralkan tanpa izin ini terjadi, serta 

tidak mampunya etika bermedia sosial menjadi alat yang mengendalikan 

masyarakat sebagai alat rekayasa sosial agar tidak melakukan tindakan-tindakan 

yang dapat melanggar ataupun menyerang privasi individu lain, maka hukum 

diperlukan sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan perlindungan di 

masyarakat.  

Sehingga berdasarkan hal ini peneliti bermaksud untuk mengkaji 

terkait kriminalisasi tindakan memviralkan yang dilakukan tanpa izin di media 

sosial dikaitkan dengan hak privasi dalam tulisan yang berjudul “Pengaturan 

Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin di Media Sosial Dikaitkan Dengan 

Hak Privasi Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk : 1) untuk mengetahui urgensi dan pengaturan tindakan memviralkan 

seseorang tanpa izin di media sosial dikaitkan dengan hak privasi di Indonesia 

dalam hukum pidana Indonesia; 2) untuk merumuskan pembaharuan hukum yang 

tepat terhadap tindakan memviralkan seseorang tanpa izin di media sosial dikaitkan 

dengan hak privasi dalam hukum pidana Indonesia  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

hukum normatif atau doktrinal. Jenis penelitian ini mengacu kepada norma-norma 

hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan ataupun putusan 

pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan ataupun 

data sekunder. Pokok pembahasannya meneliti terkait asas-asas hukum, terutama 

terhadap “asas legalitas”. 

a.  Sumber Data 

 Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan 

adalah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian 

yaitu: 

a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan Perundang-undangan, putusan 

pengadilan, dan segala dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum.  

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku hukum, 

pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya. 

c. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah kamus hukum dan website 

resmi.  

b.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

dengan merumuskan serta mengelompokkan berbagai data yang didapat dari 

sumber-sumber dalam penelitian hukum normatif melalui penelitian kepustakaan 

(library research) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

kajian maupun riset ilmiah. Kemudian peneliti melakukan analisa, pengolahan, dan 

pembahasan, serta membentuk suatu gagasan kriminalisasi. 

 c.  Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan oleh Metode analisis yang akan 

digunakan oleh peneliti atas data-data yang telah didapatkan adalah dengan 

menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode ini akan menghasilkan data 

deskripsi, yakni mengumpulkan segala data yang dibutuhkan dan diperoleh dari 
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bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian peneliti menarik kesimpulan 

secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada 

hal yang bersifat khusus. Dapat juga menggunakan metode preskriptif yakni metode 

analisis yang memberikan justifikasi atau pembenaran tentang objek yang diteliti 

menurut hukum. 

PEMBAHASAN 

Urgensi dan Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin di 

Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Privasi di Indonesia. 

a. Karakteristik dan Bentuk Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin 

di Media Sosial dikaitkan dengan Hak Privasi. 

Secara konsep, pelanggaran privasi yang penulis maksud cukup sulit 

untuk dimengerti dan digambarkan bentuknya sebab ini merupakan fenomena baru 

yang terjadi di masyarakat, namun penulis akan menjelaskan karakteristik 

pelanggaran tersebut secara sosiologis berdasarkan apa yang terjadi pada saat ini di 

masyarakat, berikut penulis jabarkan beberapa contoh konten yang terjadi: a) 

Konten gadis kecil pengamen badut, konten ini bermula dari seorang netizen yang 

merekam dua orang gadis kecil yang sedang bekerja sebagai pengamen badut di 

lampu merah. Kemudian rekaman video tersebut diviralkan di media sosial tanpa 

menyembunyikan wajah dari kedua gadis kecil tersebut. Dilansir dari acara 

brownies pada saat diwawancara mereka menyatakan tidak nyaman pada saat 

direkam dan diviralkan oleh netizen, hal ini telah mengganggu privasi mereka 

karena dilakukan tanpa izin.6 b) konten cleaning service membersihkan sepatu 

pelanggan cafe mall. Konten ini bermula dari seorang netizen yang merekam 

seorang cleaning service yang terlihat sedang berjongkok dan membersihkan sepatu 

gadis yang merupakan pelanggan cafe di mall tersebut dengan menggunakan alat 

kebersihan. Rekaman video tersebut menampilkan wajah gadis pelanggan dengan 

jelas yang kemudian diviralkan oleh netizen yang merekam tanpa izin. Tindakan 

memviralkan ini membuat gadis tersebut dihujat dan tentu saja hal ini merupakan 

pelanggaran terhadap privasi yang dimiliki oleh gadis pelanggan tersebut.7 

Berdasarkan hal tersebut kemudian Peneliti menyimpulkan beberapa 

unsur dari tindakan memviralkan yang melanggar hak privasi orang lain tersebut 

bahwa: a) tindakan memviralkan ini dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan 

dimanapun baik itu dalam ruang privat ataupun ruang publik; b) tindakan ini 

dilakukan dengan sengaja atau dengan niat; c) tindakan tersebut berupa 

pengambilan konten berupa foto/gambar ataupun rekaman video atas orang lain; d) 

konten tersebut melanggar privasi orang lain dengan menampilkan wajah sehingga 

membuat orang tersebut teridentifikasi secara jelas; e) konten tersebut kemudian 

diviralkan/dipublikasikan di media sosial agar khalayak ramai mengetahuinya; f) 

penyebaran konten tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak terkait 

 
6 https://www.grid.id/read/043272136/saya-kabur-viral-gadis-cantik-jadi- 

badut-di-jalanan-ternyata-kerap-alami-hal-ini-sampai-ketakutan-begini-

pengakuan-sang-bocah?page=all, diakses 10 Januari 2023. 
7 https://aceh.tribunnews.com/2022/06/13/viral-seorang-wanita-minta-cle 

aning-service-bersihkan-sepatunya-netizen-soroti-adabbya?page=1, diakses 10 

Januari 2023 

https://www.grid.id/read/043272136/saya-kabur-viral-gadis-cantik-jadi-badut-di-jalanan%20%20%20ternyata-
https://www.grid.id/read/043272136/saya-kabur-viral-gadis-cantik-jadi-badut-di-jalanan%20%20%20ternyata-
https://aceh.tribunnews.com/2022/06/13/viral-seorang-wanita-minta-cleaning-service-bersihkan-sepatunya-netizen-soroti-adabbya?page=1
https://aceh.tribunnews.com/2022/06/13/viral-seorang-wanita-minta-cleaning-service-bersihkan-sepatunya-netizen-soroti-adabbya?page=1
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Kedua, tindakan yang dimaksud merupakan tindakan yang 

melanggar privasi orang lain karena beberapa hal, diantaranya adalah sebagaimana 

yang telah disampaikan oleh Solove dalam tulisannya yang berjudul understanding 

privasi, bahwa salah satu aspek dalam perlindungan privasi adalah tubuh manusia 

itu sendiri, termasuk apa yang dilakukan oleh tubuh maupun wajah yang direkam 

atau difoto tanpa izin dari pemiliknya dan kemudian dipublikasi. 

Kemudian jika merujuk pada pendapat William L. Prosser maka 

tindakan memviralkan tanpa izin ini dapat dikategorikan sebagai bentuk 

pelanggaran privasi terhadap privacy of person’s persona dengan tindakan berupa 

Intrusion, yaitu pelanggaran atas hak privasi yang disebabkan oleh gangguan 

terhadap wilayah kepemilikan fisik individu yang dilindungi secara hukum.8 

Konsep intrusion ini menitikberatkan pada etika dari bagaimana 

seseorang melakukan pengambilan suatu informasi yang kemudian melibatkan 

ruang privasi milik orang lain dan mengintervensi wilayah personal seseorang tanpa 

diundang maupun ijin dari yang bersangkutan. Tindakan yang dimaksud dapat 

terjadi baik dalam wilayah properti pribadi maupun di luarnya. Suatu perbuatan 

dapat dikategorikan sebagai tindakan intrusion apabila dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut : a)  perbuatan melanggar wilayah kepemilikan tanpa izin; b) 

mengikuti dan menghambat aktivitas seseorang di ruang publik seperti di bistro, 

taman, dan lain-lain; c) dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan membuka 

surat, mengintip dan menguping; d) menggunakan peralatan komunikasi media 

massa seperti kamera foto jarak jauh dan alat penyadap.9 Setiap orang berhak untuk 

melakukan pengambilan informasi berupa gambar, vidio, maupun media lainnya 

yang memiliki kaitan dengan dirinya sendiri maupun orang lain, namun hal tersebut 

tidak boleh melampaui wilayah pribadi orang lain yang kemudian mengganggu 

privasi individu. 

 

b. Pengaturan Terhadap Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin di 

Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Privasi di Indonesia. 

Walaupun terdapat berbagai instrumen yang diharapkan mampu 

untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan privasi di Indonesia namun hal 

ini secara substansi terbukti belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Beragam instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta 

yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan 

Data Pribadi dalam hal ini belum mampu menjawab kekosongan hukum atas 

 
8 Harvey L. Zuckman & Martin J. Gaynes, Loc.cit 
9 Ibid. 
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pelanggaran privasi yang berhubungan dengan tindakan memviralkan seseorang 

tanpa izin di media sosial. 

Dalam Undang-Undang Hak Cipta seseorang dapat dipidana jika 

menyebarkan muatan informasi atas seseorang yang digunakan untuk tujuan 

komersil. Dalam Undang-Undang ITE seseorang dapat dipidana jika menyebarkan 

informasi yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan dan mengandung unsur 

pencemaran nama baik, kemudian dalam undang-undang yang sama seseorang 

diizinkan untuk meminta kompensasi apabila seseorang menyebarkan suatu “data 

pribadi” orang lain tanpa izin yang hal tersebut menimbulkan kerugian yang nyata, 

dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi jika pemrosesan data pribadi 

yang dilakukan adalah untuk kegiatan pribadi dan rumah tangga yang bersifat non-

profesional dan non-komersial, maka subjek hukum perorangan tidak bisa 

dikenakan delik, sehingga tiada satupun dari peraturan tersebut yang 

mempertimbangkan perlindungan informasi atas seseorang dari aspek privasi yang 

dilakukan secara tegas dan pasti. 

 

c. Urgensi Pengaturan Terhadap Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa 

Izin di Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Privasi dalam hukum pidana 

Indonesia. 

Pertama, Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, 

yang hendaknya negara sebagai duty bearer atau pengemban kewajiban memiliki 

tugas untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya, sebagaimana yang 

termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menjamin perlindungan 

diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

Negara harus mampu untuk menciptakan rasa aman bagi warga negaranya untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu di ruang privat maupun ruang publik. 

Fenomena memviralkan tanpa izin di media sosial dan tanpa 

menyembunyikan wajah orang lain tersebut seharusnya merupakan bagian dari 

etika digital dalam bermedia sosial, bahwa pada saat memviralkan seseorang 

hendaknya dilakukan tanpa izin dan apabila berhalangan dalam meminta izin dari 

orang tersebut, maka wajah yang teridentifikasi haruslah disamarkan atau 

disembunyikan.  

Berdasarkan data atas survei yang dilakukan oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika bersama dengan Katadata Insight Center10 pada 4-24 

Oktober 2021, melibatkan 10.000 responden pengguna media sosial yang tersebar 

di 34 provinsi di Indonesia yang kemudian mengukur tentang kepekaan 

penggunaan internet dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, 

merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital 

dalam kehidupan sehari-hari. Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas publik 

mengetahui etika digital dalam menggunakan media sosial. Namun pengetahuan 

masyarakat Indonesia terhadap etika bermedia sosial ini tidak mampu dalam 

melindungi hak privasi warga negara, maka hal ini perlu diatur secara mengikat 

 
10 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/survei-mayoritas-publik-tahu- 

etika-digital-dalam-gunakan-media-sosial, diakses 10 Januari 2023. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/survei-mayoritas-publik-tahu-etika-
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/survei-mayoritas-publik-tahu-etika-
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sehingga orang-orang tidak akan lagi melanggar hak privasi orang lain dalam 

bermedia sosial. 

Kedua, Alasan hak privasi harus dilindungi adalah sebagai berikut:11 

1) dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi 

sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada 

tingkat tertentu; 2) seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk 

dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang; 3) privasi 

adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi 

hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat 

pribadi kepada umum; 4) privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan 

hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, 

membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi 

tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai the right against the 

world; 5)alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena 

kerugian yang diderita sulit untuk dinilai.  

Ketiga, ditinjau dari sifat perbuatan ini, dalam hukum pidana dikenal 

istilah mala in se dan mala in prohibita. Kedua hal ini merujuk kepada sifat dari 

perbuatan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mengimplikasikan 

bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak lagi membedakan antara suatu 

delik sebagai mala in se dan mala in prohibita yang kemudian membedakan delik 

pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama menjadi Kejahatan dan 

Pelanggaran, bahwa seluruh delik dinyatakan hanya sebagai tindak pidana pada 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Namun menurut hemat Peneliti, 

menentukan sifat suatu perbuatan sebagai mala in se dan mala in prohibita masih 

cukup relevan untuk melihat apakah perbuatan tertentu layak untuk dikriminalisasi 

atau tidak sebelum hal ini diatur di dalam undang-undang. 

Peneliti berkesimpulan bahwa tindakan memviralkan yang 

melanggar hak privasi di media sosial ini merupakan perbuatan yang bersifat mala 

in se dan mala in prohibita. Mala in se dari perbuatan ini dapat dilihat dari sifat 

jahat yang mengintervensi hidup orang lain yang merupakan bagian dari 

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta membatasi orang lain untuk 

melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam hidupnya. Mala in prohibita, 

hal ini dapat dilihat dari hukum positif di Indonesia yang memang menjamin 

perlindungan terhadap hak privasi warga negaranya, walaupun memang belum 

diatur secara spesifik mengenai perlindungan privasi yang dimaksud pada 

penelitian ini. 

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Peneliti berkesimpulan bahwa 

Penjatuhan pidana (pemidanaan) merupakan strategi yang paling tepat untuk 

mengatasi kekacauan yang terjadi di masyarakat karena adanya fenomena ini, 

bahwa berdasarkan teori pemidanaan relatif, tujuan dari pemidanaan bukan hanya 

sekedar pembalasan, namun juga mewujudkan ketertiban masyarakat dan sebagai 

sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta untuk melindungi 

masyarakat. Peneliti juga menyimpulkan bahwa terdapat urgensi untuk melakukan 

pembaharuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai payung 

 
11 Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, Loc.cit 
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hukum yang mengatur terkait pelanggaran privasi pada Informasi dan Transaksi 

Elektronik di Indonesia, dengan memasukkan tindakan memviralkan tanpa izin di 

media sosial dikaitkan dengan hak privasi sebagai suatu perbuatan pidana 

 

Pembaharuan Hukum yang Tepat Terhadap Tindakan Memviralkan  

Seseorang Tanpa Izin di Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Privasi dalam 

Hukum Pidana Indonesia 

a. Perumusan dan Model Perumusan Tindak Pidana 

Terdapat beberapa syarat untuk menentukan perbuatan sebagai suatu 

tindak pidana yaitu : a) harus ada perbuatan manusia; b) perbuatan manusia itu 

melanggar hukum; c) perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam 

dengan pidana; d) perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat 

mempertanggungjawabkan.12 

Berkaitan dengan pertanggungjawaban, untuk dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dengan mengenakan suatu hukuman, 

maka diperlukan syarat-syarat tertentu. Tindak pidana dapat 

dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan “kesalahan”, yang dimaksud 

dengan kesalahan adalah dicelanya pelaku tindak pidana karena sebenarnya dia 

dapat melakukan hal lain apabila tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan 

yang diancam pidana tersebut13 

Menurut Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius14 dalam melakukan 

perumusan delik terdapat dua model yaitu model baku dan model menyimpang. 

Model baku umumnya terdiri dari tiga bagian, yaitu: a) rumusan terdiri dari unsur-

unsur delik; b) rangkuman singkat dari rumusan delik tersebut dinamakan 

kualifikasi; c) ketentuan itu berisi ancaman pidana. Sedangkan model menyimpang 

dalam banyak ketentuan tidak terdapat kualifikasi delik seperti Pasal 389a Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian juga terdapat perumusan delik yang 

hanya menyebut dengan nama seperti Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana serta terdapat perumusan pasal yang tidak menyebutkan perbuatan 

tetapi hanya menyebutkan akibat seperti  Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

 

b. Formulasi Kategori Delik dan Sanksi yang Tepat Terhadap Tindakan 

Memviralkan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Pidana 

Indonesia 

Adapun rumusan pasal yang ditawarkan peneliti yaitu: (1) Setiap 

orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau memviralkan 

Informasi Elektronik dan/dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar 

hak pribadi orang lain tanpa menyembunyikan ciri yang bersangkutan di Media 

sosial, dipidana karena pelanggaran hak pribadi dengan pidana penjara paling lama 

9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II; (2) bukan muatan 

 
12 H. Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 68 
13 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian 

Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 89.  
14 Barda Nawawi Arief, Op.cit. hlm.24-25.  
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yang  melanggar hak pribadi apabila : a) dilakukan dengan izin; b) dilakukan 

dengan menyembunyikan ciri teridentifikasi pihak terkait; c) dilakukan untuk 

kepentingan umum; d) dilakukan untuk mencari keadilan di masyarakat; e) 

dilakukan dalam jaringan komunikasi terbatas; f) merupakan suatu hal yang sudah 

pernah dipublikasikan; g) merupakan suatu hal yang diketahui oleh orang banyak; 

Serta, (3) tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) tidak dituntut apabila jika tidak 

ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana. 

Pengecualian terhadap hal-hal yang peneliti rumuskan dalam ayat (2) 

dilakukan untuk mencegah terjadinya overkriminalisasi pada rumusan tindak 

pidana ayat (1). Bahwa seseorang tidak dapat dikatakan melakukan pelanggaran 

privasi jika sudah mendapatkan izin untuk mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/dokumen elektronik orang lain yang memiliki muatan privasi. 

Kemudian bukanlah suatu hal yang melanggar privasi apabila 

tindakan pada ayat (1) dilakukan dengan menyembunyikan ciri teridentifikasi 

seperti wajah pihak terkait, sehingga orang tidak mengenali informasi elektronik 

dan/dokumen elektronik tersebut secara pasti. Hal ini juga bukan pelanggaran 

privasi apabila dilakukan demi kepentingan umum dan untuk mencari keadilan, 

karena saat ini media sosial sangat berperan dalam membantu institusi penegakan 

hukum menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat, hal ini dapat kita lihat 

dengan munculnya fenomena No Viral No Justice di sosial media Indonesia.  

Selanjutnya hal ini juga bukan merupakan pelanggaran privasi apabila 

sudah pernah dipublikasikan sebelumnya dan informasi pribadi tersebut sudah 

diketahui oleh orang banyak, pertimbangan terhadap pengecualian ini dilakukan 

karena munculnya fenomena berbagi momen di media sosial yang secara langsung 

maupun tidak langsung akhirnya memberikan informasi pribadi secara luas, 

sehingga hal ini tidak lagi menjadi privasi apabila sudah dipublikasikan. 

Dikarenakan sampai saat ini belum terdapat peraturan atau literatur yang 

memberikan pedoman baku terkait parameter penentuan pidana15 Sehingga Peneliti 

menentukan sanksi pidana dan denda dalam perumusan ini dengan memperhatikan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. 

Perumusan tindak pidana ini merupakan suatu usaha penanggulangan 

kejahatan. Karena saat suatu perbuatan diancamkan dengan hukuman yang 

ditentukan dalam undang-undang, maka akan memaksa para subjek hukum untuk 

tunduk terhadap aturan tersebut. Pemaksaan tersebut dilakukan dengan 

memberikan ancaman penjatuhan sanksi pidana yang menakut-nakuti orang agar 

tidak melanggar aturan, dan penjatuhan pidana, bagi yang telah melanggar aturan 

tersebut. Sehingga tujuan hukum pidana adalah memaksa orang-orang agar tidak 

melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dengan kata lain hukum 

sebagai alat rekayasa sosial yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat. 

 

KESIMPULAN  

1. Perlunya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan 

memasukkan kriminalisasi tindakan memviralkan yang melanggar hak privasi 

 
15 Suhariyono AR, Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang, Jurnal Legislasi 

Indonesia, Vol. 6, Nomor 4, Desember 2009, hlm. 638.  
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di media sosial, karena semakin maraknya fenomena ini di masyarakat yang 

kemudian melanggar hak privasi orang lain. 

2. Adapun formulasi delik dan sanksi yang tepat untuk mengkriminalisasikan 

tindakan ini dalam hukum pidana Indonesia yang peneliti tawarkan adalah 

sebagai berikut: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hak 

pribadi orang lain tanpa menyembunyikan ciri yang bersangkutan di Media 

sosial, dipidana karena pelanggaran hak pribadi dengan pidana penjara paling 

lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II; (2) Bukan 

muatan yang  melanggar hak pribadi apabila: a) dilakukan dengan izin; b) 

dilakukan dengan menyembunyikan ciri teridentifikasi pihak terkait; c) 

dilakukan untuk kepentingan umum; d) dilakukan untuk mencari keadilan; e) 

dilakukan dalam jaringan komunikasi terbatas f) merupakan suatu hal yang 

sudah pernah dipublikasikan; g) merupakan suatu hal yang diketahui oleh orang 

banyak; (3) Tindak Pidana sebagaimana pada ayat (1) tidak dituntut apabila jika 

tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana. 
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